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<b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian ini secara umum membahas mengenai tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuat pihak lain
yang tidak memiliki kewenangan membuat akta Notaris dalam arti verlijden sesuai dengan Putusan Majelis
Pengawas Wilayah Notaris Nomor 15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/X1/2019. Notaris adalah pejabat
umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memilikikewenangan |ainnya sebagaimana yang
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnnya. Kewenangan seorang
pejabat umum dalam membuat aktaialah sangat penting karena kewenangan tersebutlah yang akan
menentukan status dari akta tersebut, sehingga dalam menjalankan jabatannya Notaris dituntut untuk
bertindak profesional dan teliti guna menjaga sifat otentisitas dari akta Otentik yang dibuatnya. Dikarenakan
suatu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat hilang otentisitasnya apabila tidak
memenuhi syarat sah nya suatu akta otentik. Adapun permasal ahan yang diangkat dalam penelitian tesis
iniadalah mengenai keabsahan Akta Notaris yang berfungsi sebagai formalitas causadan probationis causa
yang dibuat oleh pihak lain yang tidak memilikikewenangan membuat akta otentik berdasarkan Undang-
Undang Jabatan Notaris dan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi Jabatan dan Kode Etik Notaris
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris pada Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah
Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/X1/2019. Penelitian ini dilakukan
dengan bentuk yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
keabsahan Akta Pemindahan dan Penyerahan (Cessie) yang dibuat oleh karyawan Notaris NMM yaitu EW
dianggap tidak sah dan akta tersebut juga dianggap tidak ada (non existent) serta tidak mempunyai kekuatan
pembuktian atau tidak bisa dijadikan sebagai aat bukti.. Dalam kasus ini sanksiyang dikenakan kepada
Notaris tersebut adalah sanksi administratif dan sanksietika dan Majelis Pengawas Notaris menjatuhkan
putusan mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This research generally discusses the notary responsibility for the deed made by other parties who do not
have the authority to make a notarial deed in the verifiable sense in accordance with the Decision of the
Notary Regional Supervisory Board Number 15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/X1/2019. Notary Publicis
an official who is authorized to make an authentic deed and has other authority asreferred toin Law
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Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position or based
on other laws. The authority of a public official in making a deed is very important because it is the
authority that will determine the status of the deed, so that in carrying out his position the Notary is required
to act professionally and thoroughly in order to maintain the authenticity of the authentic deed he made.
Because an authentic deed made by or before a Notary can lose its authenticity if it does not meet the legal
requirements of an authentic deed. The issues raised in this thesis research are regarding the validity of the
Notary Deed which functions as a causaformality and probationis causa made by other parties who do not
have the authority to make an authentic deed based on the Notary Position Law and the official authorized to
impose sanction of the Position and Notary Ethics Code of violations committed by Notaries in the Case
Study of the Decision of the Notary Regional Supervisory Board of DK Jakarta Province Number
15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/X1/2019. This research was conducted in a normative juridical form by
examining library materials. The results showed that the validity of the Transfer and Submission Deed
(Cessie) made by the NMM Notary employee namely EW was considered invalid and the deed was also
non- existent and did not have the power of proof or could not be used as evidence. In the case these
sanctions imposed on the Notary are administrative sanctions and ethical sanctions and the Notary
Supervisory Board decrees the decision proposing dismissal with no respect.



